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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern saat ini, tentu semakin meningkat biaya yang
digunakan suatu negara dalam hal pembangunan ekonomi yang tujuannya untuk
mensejahterakan rakyat. Agar suatu negara dapat berkembang dan setara dengan
negara-negara lainnya, banyak biaya yang diperlukan untuk mendukung
terlaksananya hal tersebut. Pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan
berkesinambungan. Dalam hal untuk meningkatkan sistem keuangan tersebut,
ditunjang dengan adanya sistem perbankan yang memadai. Perekonomian negara
yang baik dan stabil adalah salah satu syarat agar perkembangan suatu negara dapat
dinilai sejajar dengan negara lainnya. Di Indonesia perkembangan dalam sistem
perbankan sudah banyak beberapa kali mengalami perubahan dalam lima tahap,
yaitu pada tahap perbaikan dan tahap rehabilitasi dari inflasi tinggi tahun 1967-
1973, tahan berlakunya pagu aktiva netto tahun 1974-1983, tahap pertumbuhan dan
deregulasi 1983-1988, tahap percepatan tahun 1988-1991, serta yang terakhir yaitu
tahap konsolidasi tahun 1991-1997, yakni saat mulai diperkenalkannya prinsip
kehati-hatian termasuk peringkat bank dan kecukupan modal.! Peran perbankan
memiliki peran yang sangat penting dan vital sebagai sumber kehidupan bagi
perekonomian nasional. Kondisi keuangan negara yang baik sangat dibutuhkan

untuk mendukung kegiatan ekonomi.

!'S. Batunanggar, Indonesia’s Banking Crisis Resolution : Lessons and the way Forward ( 2002 :
Ocasional Paper), hal.4.



Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI’45, alinea
keempat yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Perintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana yang diuraikan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI’45
diatas, menerangkan bahwa salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan bangsa
adalah dengan melakukan pembangunan dalam bidang perekonomian. Dalam hal
ini dapat dipahami bahwa bank ikut serta memiliki peran untuk menunjang
pembangunan perekonomian di Indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan suatu perekonomian secara nasional
maupun internasional, tentu semakin beraneka ragam juga risiko dan tantangan-
tantangan yang datang. Oleh sebab itu, perbankan harus menjadikan peraturan-
peraturan yang ada sebagai landasan hukum yang menjadi tolok ukurnya dalam
menjalani kegiatan dunia perbankan. Semua aktivitas yang terjadi di ranah
perbankan tidak terlepas dari seperangkat peraturan-peraturan yang berlaku.?

Figur dan aktivitas yang perbankan harus didasari dengan seperangkat
peraturan untuk menunjangnya. Pemerintah dalam hal ini tentu mengatur

kebijakan-kebijakan untuk mengupayakan terwujudnya sektor perbankan yang baik

dan kuat.

2 Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-
kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Indonesia-2020---
2025/Buku%20-%20Roadmap%20Pengembangan%20Perbankan%?20Indonesia%202020%20-
%202025%20Long%20Version.pdf, diakes pada 18 April 2021.



Dengan besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan
lembaga keuangan lainnya, menyebabkan peranan bank dalam pembangunan
nasional dapat ditelaah melalui prosedurnya dalam penerimaan atau pengumpulan
dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui bentuk
kredit.Kehadirannya lembaga perbankan, dapat menyebabkan likuiditas
perekonomian dapat digunakan oleh unit-unit usaha yang memerlukan dana
tersebut.?

Bank memiliki peranan penting dalan kegiatan pembangunan perekonomian
dalam suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembangunan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap negara memerlukan dana yang
besar . Sebagai badan dan lembaga keuangan dalam industri jasa, bank memiliki
tugas utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu
menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali
ke masyarakat melalui pemberian kredit. Bank sebagai lembaga jasa keuangan
dalam menjalankan aktivitasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada
masyarakat memiliki pengaturan hukum secara khusus yaitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Hukum perbankan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disingkat menjadi UUP.
Dunia bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan risiko, namun bisnis
ini merupakan hal yang menjanjikan dan dapat membuahkan hasil keuntungan yang
berjumlah besar jika dikelola dengan teratur dan baik. Apabila aliran suatu dana

dinilai lancar, maka ini dapat mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi. Oleh

3 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, (Jakarta : Red Carpet Studio, 2011), hal. 6.



sebab itu, jika kondisi perbankan dalam keadaan yang sehat dan kuat, maka dapat
dijadikan sebagai tolok ukur sebagai tujuan akhir kebijakan-kebijakan disektor
perbankan. Pentingnya fungsi perbankan, maka bank berupaya untuk merawat dan
menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan menjadi tujuan utama untuk
dilakukan.*

Mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 17 UUP, bank mempunyai kegiatan usaha
khusus, yaitu :

a. Menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, deposito, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya.

b. Menyalurkan kredit.

c. Melakukan suatu kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Bank sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, tentu bank harus
menyalurkan bantuan berupa kredit kepada masyarakat selaku nasabah agar aliran
dana dapat berjalan sesuai tujuannya. Masyarakat pun dengan demikian
membuthkan bantuan aliran dana kredit dari bank, karena masyarakat memiliki
keperluan dan kebutuhan untuk dipenuhi. Bank selaku debitor tentu memiliki
prosedur dalam meminjamkan dananya. Pihak bank melakukan penilaian terhadap
nasabah selaku debitor untuk mengurangi indikasi terjadinya masalah yang timbul
dikemudian hari saat setelah kegiatan transaksi utang piutang dilakukan, yaitu

berkaitan dengan kepercayaan bank kepada masyarakat mengenai pengembalian

4 William Lovet, Banking and Financial Institutions Law, (USA : West Publishing Co), hal. 1.



dana pinjaman kredit.> Apabila tingkat kepercayaan masyarakat dinilai tinggi
terhadap bank, maka semakin besar juga nilai dana yang dapat diberikan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit.

Bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tentu memiliki risiko. Risiko
kredit yang terjadi pada bank adalah risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan
bank. Namun, untuk meminimalisir risiko tersebut, bank memiliki prinsip dalam
kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank merupakan upaya untuk
menjaga tingkat kesehatan bank. Dengan adanya prinsip tersebut, kesehatan bank
diharapkan dapat sesuai dengan dicita-citakan. Hadirnya prinsip kehati-hatian
hendaknya digunakan oleh setiap perbankan di Indonesia sebagai hal yang wajib
dilakukan untung menghindari masalah-masalah risiko kredit di kemudian hari.

Apabila terjadi suatu risiko kredit pada bank, maka dapat menimbulkan suatu
kerugian dan dapat terhentinya aktivitas perbankan pada bank tersebut karena
mengalami kerugian. Kemudian, untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka
suatu bank harus memiliki tata kelola yang baik dalam kebijakan pemberian kredit
terhadap debitor.

Kondisi suatu industri perbankan harus dijaga tingkat kesehatannya. Dalam
dunia perbankan tentu terdapat kompetisi, namun dalam kompetisi tersebut harus
dilakukan secara sehat. Penyaluran dana kredit untuk tujuan-tujuan tertentu
tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa dana kredit yang dipinjamkan tersebut

benar diberikan kepada debitor yang benar-benar membutuhkan, misalnya

> Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, (Jakarta :
Rineka Cipta, 2009), hal. 1.



digunakan untuk kepentingan menambah modal bisnis yang dijalankan oleh debitor
tersebut.

Kuatnya pilar dalam sistem perbankan merupakan hal yang penting dalam hal
perkreditan. Dengan adanya pilar yang kuat dalam sistem tersebut, kualitas kredit
bank akan menciptakan hasil yang menguntungkan bagi bank untuk meningkatan
kualitas manajemen kredit agar terhindar dari indikasi-indikasi yang merugikan
dikemudian hari. Selain itu, pilar sistem perbankan yang kuat juga dapat
menguntungkan bagi pihak nasabah untuk dijamin perlindungannya dalam hal hak-
haknya sebagai nasabah .°

Timbulnya promosi-promosi kredit yang dilakukan oleh bank menyebabkan
ketertarikan berbagai kalangan masyarakat akan penawaran kredit tersebut. Dengan
banyaknya tanggapan dari masyarakat tersebut, menimbulkan banyaknya pula
karakter dari masing-masing calon nasabah. Oleh sebab itu, bank juga harus
memberikan edukasi dan penjelasan kepada calon nasabah selaku calon debitor
terhadap mekanisme bank dalam melakukan pemberian kredit mengenai hak dan
kewajiban calon nasabah kelak saat telah menerima penyaluran dana kredit dari
bank tersebut, karena kelak akan timbulnya hubungan hukum antara bank dan calon
nasabah dalam proses pemberian kredit tersebut sampai kredit tersebut telah selesai
atau lunas. Hubungan hukum tersebut tercipta karena adanya rasa percaya yang
diberikan bank terhadap nasahbahnya untuk menjadi debitor, karena telah melewati
tahapan-tahapan atau mekanisme yang dibutuhkan untuk menjadi terlaksananya

proses pemberian dana kredit tersebut.

¢ Rohyani R.I Sumilat, Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan
Perlindungan Konsumen, https://media.neliti.com/media/publications/887-1D-resiko-dalam-
perjanjian-kredit-bank-dalam-kaitannya-dengan-perlindungan-konsumen.pdf, diakses pada 18
April 2021.



Bank dalam melakukan pemberian kredit tentu menghindari adanya indikasi
kredit yang berisiko membahayakan tingkat kesehatan bank. Penyaluran dana dari
bank ke debitor tentu harus melewati berbagai aspek-aspek atau tahapan-tahapan
yang dilakukan, yaitu analisis dalam hal aspek hukum yang dinilai dapat menjadi
batasan dan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank.

Pada pemberian kredit, bank memiliki prinsip-prinsip dalam menyalurkan dana
ke masyarakat. Prinsip yang digunakan bank dalam memberikan kredit kepada
masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudent banking
principle). Asas kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa
bankdalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
kepadanya.’

Dalam aktivitasnya yang menerapkan prinsip kehati-hatian bank diminta untuk
teliti dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Segala aspek tindakan yang
dilakukan bank tidak boleh lalai untuk dianalisis karena akan menimbulkan risiko
pemberian kredit yang dapat menimbulkan masalah fatal saat penyaluran kredit.

Untuk mengurangi risiko kredit, bank tentu menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam kegiatannya menyalurkan dana berupa kredit. Risiko kredit merupakan suatu
hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia perbankan, dalam Pasal 2 UUP
dijelaskan bahwa :

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

7 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2003). hal. 18.



Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan
berbagai jenis risiko, dan sebuah bank harus dapat survive ditengah-tengah risiko
tersebut. Oleh sebab itu, bank harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang
diamanatkan pegegang saham di tengah-tengah risiko yang ada.®

Dalam hal untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai
modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik
dan mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan
yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta
memeliharalikuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.
Selain itu, bank harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkan, yang pada dasarnya berupa ketentuan dan peraturan yang mengacu pada
prinsip-prinsip kehati-hatian dalam bidang perbankan.’ Kadangkala, dengan adanya
risiko kredit yang tinggi mengakibatkan adanya hambatan dalam proses penyaluran
kredit dari bank kepada nasabah pemohon kredit, karena bank tidak ingin
terganggunya kesehatan aktivitas perbankan akibat risiko kredit tinggi tersebut.

Prinsip kehati-hatian bank dapat dikaitkan antara manajemen risiko kredit dan
tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan
fungsinya dengan baik, yaitu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat,
menjalankan fungsi intermediasi, membantu kelancaran lalu lintas pembayaran,
serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijaknnya,

terutama kebijkan moneter.

8 Jonker Sihombing, op.cit, hal. 5.
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hal. 67.



Proses menyalurkan dana dari bank ke masyarakat adalah melalui pemberian
kredit kepada masyarakat selaku debitor. Salah satu jenis layanan jasa perbankan
yang sudah sudah tidak asing di masyarakat adalah memberikan kredit kepada
nasabahnya.

Tidak mengeherankan kenyataannya bahwa bank adalah sebagai tempat
meminjam uang. Adanya pandangan yang demikian, karena ada informasi dari
media massa yang menginformasikan tentang kredit ke bank serta syarat-syarat
yang harus dipenuhi agar permohonan kreditnya disetujui.

Terminologi kata kredit berasal dari bahasa latin “credere’” yang mempunyai
arti kepercayaan. Jika demikian halnya, pemberi kredit atau kreditor percaya bahwa
penerima kredit atau debitor akan memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang
telah disepakati secara bersama-sama antara pemberi kredit dan penerima kredit.'°

Menurut Suharno :

Kepercayaan ditinjau dari sudut pandang bank berarti dengan adanya suatu

keyakinan bahwa dana yang akan diberikan kepada debitor akan dikembalikan

tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan
dituangkan dalam perjanjian tertulis.'!

Dari penjelasan di atas terdapat kata “keyakinan bahwa dana yang akan
diberikan kepada debitor akan dikembalikan tepat pada waktunya sesuai
kesepakatan kedua belah pihak.” Lantas bagaimana pihak bank selaku debitor
menjamin bahwa dana yang dipinjamkan kepada debitor akan dikembalikan tepat
waktu? tentu pihak bank menggunakan prinsip kehati-hatiannya dalam

menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan perjanjian tertulis resmi yang

disepakati, demi terjaganya tingkat kesehatan bank.

10 Rachmadi Usman, op.citt, hal. 236.
' Suharno, Analisa Kredit, (Jakarta : Djambatan, 2003, hal.1.



Jika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian, tentu prinsip ini digunakan bank
dalam hal untuk menimalisir risiko, yaitu risiko kredit. Risiko kredit merupakan
risiko yang timbul karena kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
Dengan kata lain, risiko kredit merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan
ketidakmampuan (gagal bayar) dari nasbaah selaku debitor atas kewajiban
pemabayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.!?

Tindakan lalai dari pihak bank dalam menganalisis mengenai keabsahan
dokumen-dokumen pendukung dari pihak nasabah yang mengajukan kredit, dapat
menimbulkan indikasi kerugian pada bank. Apabila bank melakukan kelalaian
tersebut, maka bank dinilai mengabaian prinsip kehati-hatiannya. Selain meneliti
dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak calon debitor, pihak bank juga
harus meninjau secara lapangan yaitu dengan melakukan survey ke kediaman atau
tempat usaha fisik calon debitor, untuk meyakinkan pihak bank kelak dalam
pemberian bantuan dana kreditnya.

Bank dewasa ini menghindari pemberian kredit yang digunakan untuk
membiayai usaha-usaha tertentu, yaitu usaha-usaha yang dilarang atau tidak sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah, misalnya usaha-usaha yang dapat mengganggu
ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dapat ditelaah pada ketentuan Pasal 1337
KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila
dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau
ketertiban umum tersebut. Apabila suatu bank membiayai usaha-usaha seperti

berikut maka pada akhirnya akan mengindikasikan terjadinya kerugian bagi pihak

12 Dadang Husen Sobana, op.cit, hal. 245.
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bank. Jika mungkin terjadi, pada suatu saat usaha yang dibiayai tersebut ditutup
oleh pemerintah, sehingga apabila kreditnya belum diselesaikan, maka kreditor
akan sulit melunasi kreditnya. Kemudian, akhirnya kredit tersebut akan menjadi
kredit yang dinilai bermasalah.'3 Dengan adanya penjelasan diatas, sepatutnya akan
terhindar hal seperti tersebut jika bank sebagai kreditor benar-benar menggunakan
prinsip kehati-hatian yang dapat ditinjau dari segi peraturan-peraturan yang ada,
serta pengikatan-pengikatan yang dapat membantu tidak terjadinya hal-hal
demikian yang menimbulkan risiko kredit pada bank.

Dalam perspektif prinsip kehati-hatian (7he Prudential Principle of
Banking), maka seluruh keputusan harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip
kehati-hatian, terutama setiap keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran
uang seperti penyaluran kredit. Namun, dalam hal ini kurang tegasnya pengaturan
tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit akan menyebabkan
terjadinya kredit macet. Kasus kredit macet sehingga menyebabkan “collapse’ nya
sebuah bank menjadi bukti akan ketidak hati-hatian tersebut terjadi.'*

Untuk meminimalisir risiko kredit dengan ketidakmampuannya debitor
dalam memenuhi kewajibannya, pada umumnya untuk menjamin kredit yang
diberikannya kepada kreditor tidak mengalami risiko di kemudian hari, bank
melakukan pembuatan 3 (tiga) jenis perjanjian yang aktanya dibuat secara notariil,
yaitu perjanjian kredit, akta pengikatan jaminan dan akta tambahan lainnya adalah
akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil. Dengan adanya perjanjian

tambahan lainnya yaitu akta pengakuan utang yang dibuatkan secara notariil, bank

13 H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, ( Yogyakarta : Andi Offset, 2011), hal.8
14 Irham Fahmi, Pengantar Perbankan : Teori dan Aplikasi, (Bandung : CV Alfabeta, 2014),
hal.15.
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berharap bahwa risiko kredit yang mereka akan lebih minim dengan adanya akibat
hukum yang dihasilkan oleh adanya akta pengakuan utang tersebut. Melihat begitu
pentingnya peranan perbankan dalam upaya memperlancar kegiatan ekonomi dan
pembangunan nasional, pemerintah menyadari bahwa institusi perbankan terlalu
riskan untuk dibiarkan mengalami kebangkrutan.!> Untuk mengamankan dan
memelihara kesinambungan dari kegiatan perbankan, pemerintah menerbitkan
serangkaian peraturan yang berkaitan dengan perizinan, kelayakan beroperasi,
pengendalian risiko, pengawasan dan good corporate governance. Banyak
kalangan yang berpendapat bahwa industri perbankan dewasa ini termasuk ke
dalam kategori usaha yang paling banyak mendapatkan pengaturan dan
pengawasan (heavily regulated).'®

Risiko kredit macet dalam perbankan dapat ditimbulkan dari pihak internal
maupun dari pihak eskternal. Peninjauan kredit untuk menjunjung prinsip kehati-
hatian tidak hanya dilakukan pihak bank dalam hal menganalisa calon debitor saja,
melainkan pihak bank juga harus meneliti mengenai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh pihak internal bank dalam memberikan kredit kepada debitor.

Dalam hal untuk langkah menerapkan prinsip kehati-hatiannya mengenai risiko
kredit, tentu bank akan mengadakan suatu konsep pengikatan yang resmi antara
bank sebagai kreditor dengan masyarakat selaku debitor. Pada kegiatannya, bank
yang melakukan tindakan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk

kredit, pasti menimbulkan suatu hubungan, dan dalam hubungan tersebut lahirlah

15 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Jakarta : Penerbit Books Terrace & Library,
2005), hal.2.

16 Munir Fuady, Hukum Perbankan modern, Buku Kesatu, cetakan ke-11, (Bandung : Penerbit
Citra Aditya Bakti), 2003), hal.2.
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suatu pengikatan yang berisi irah-irah yang dituangkan dalam suatu pengikatan
autentik, demi menghindarinya risiko-risiko yang merugikan di kemudian hari.

Pada dasarnya, antara pihak bank selaku kreditor dan peminjam selaku debitor
merupakan suatu hubungan keperdataan. Hal ini adalah hubungan mengenai
tentang adanya suatu perjanjian yang dilakukan saat pihak bank menyalurkan kredit
kepada masyarakat yang membutuhkan dana kredit. Secara umumnya, untuk lebih
menjamin kepastian hukum dalam penyaluran kreditnya, bank cenderung lebih
memilih untuk membuat perjanjian kredit dalam bentuk notariil dibandingkan
dengan pembuatan perjanjian kredit dibawah tangan, karena perjanjian kredit yang
dibuat secara notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
atau disebut sebagai UUJN, Notaris adalah :

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau

berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dalam suatu tindakan penyaluran
kredit dari bank kepada debitornya. Namun, pada awalnya terjadi pemberian kredit,
debitor selaku pemohon melakukan pengajuan terlebih dahulu mengenai
permohonannya kepada bank untuk meminjamkan dana dalam bentuk kredit
kepada nasabahnya selaku debitor. Kemudian, saat bank telah menyetujui
pemberian dana kredit kepada debitor, tahap selanjutnya adalah melakukan suatu
kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak bank dan

pihak debitor.
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Walaupun sebenarnya tidak ada penjelasan tentang perjanjian kredit di dalam

KUHPerdata, namun dalam KUHPerdata membahas mengenai utang, sebagaimana

yang diterangkan dalam Pasal 1756 yang berbunyi :

Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah
uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan,
terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai
berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus
dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat waktu pelunasan,
dihitung dalam mata uang yang berlaku pada saat waktu pelunasan, dihitung
menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

Hal yang dilahirkan dari perjanjian kredit adalah tumbuhnya hubungan hukum

anatara pihak bank selaku kreditor dan pihak nasabah selaku debitor yang

melakukan suatu kesepakatan. Hasil dari kesepakatan tersebut melahirkan hak dan

kewajiban masing-masing dari pihak tersebut, yaitu apabila ditinjau dari segi

debitor maka memiliki hak untuk menerima dana yang dipinjamkan oleh bank

dalam bentuk kredit apabila bank telah menganggap bahwa debitor tersebut layak

untuk diberikan pinjaman, kemudian kewajiban dari debitor adalah mengembalikan

dana pinjaman kredit tersebut sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah

pihak. Dalam perjanjian tersebut tentu memiliki unsur menurut Pasal 1320

KUHPerdata, yaitu :

a.

b.

C.

d.

Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya
Cakap untuk melakukan suatu kesepakatan
Adanya suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

Dengan adanya akta perjanjian kredit notariil dan akta pengikatan jaminan

tersebut sebetulnya sudah cukup menjamin dan meng-cover fasilitas kredit yang

disalurkan oleh bank kepada debitornya. Kadangkala, terdapat suatu kondisi
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dimana pihak bank mewajibkan debitor untuk menandatangani suatu akta
pengakuan utang notariil.!” Dalam hal ini, untuk satu utang pihak debitor
menandatangani 3 (tiga) jenis akta yaitu akta perjanjian kredit notariil, akta
pengikatan jaminan dan ditambah lagi dengan di ikuti akta pengakuan utangnotariil,
yang salinan aktanya kemudian disebut dengan grosse akta pengakuan utang.
Grosse akta pengakuan utang sendiri diatur dalam Pasal 224 HIR/ 258 RBG.

Adanya peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pengakuan
utang ini adalah sangat penting. Bilamana dengan dibuatnya suatu akta autentik
oleh notaris, maka akta pengakuan utang tersebut telah di sahkan secara resmi serta
memiliki kekuatan hukum yang kuat, yang akta tersebut juga telah ditandatangani
oleh para pihak di hadapan notaris yang menimbulkan lahirnya suatu pengikatan
secara notariil.

Dalam dunia perbankan, khususnya dalam pemberian kredit oleh bank kepada
debitor, tentu membutuhkan peran notaris. Pihak pemberi dan penerima kredit perlu
hadirnya notaris dalam suatu pengikatan kredit sebagaimana agar sesuai peraturan
yang berlaku dan dengan adanya peran notaris, pihak bank dan debitor merasa
bahwa akan timbulnya kepastian hukum jika akta untuk keperluan pemberian kredit
tersebut dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam
hal itu. Akta autentik yang dibuat oleh notaris lebih dinilai sakral karena
mengandung kepastian hukum yang mengikat antara pihak bank selaku kreditor

dan nasabah selaku debitor.

17 Putu Devi Yustitia Utami & I Made Pasek, “Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan
Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Udayana, 2018, hal. 204.
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Masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek dari setiap perbuatan hukum
akan sangat terikat dengan adanya suatu perbuatan hukum. Dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak
akan tersusun secara benar dan sesuai prosedur hukum, jika dikerjakan oleh orang
yang bukan ahlinya dan benar-benar menguasai bidang tersebut, oleh karena itu
para notaris hadir dan menawarkan jasa untuk membantu masyarakat.'® Notaris bila
dikaitkan dalam permasalahan ini memiliki peran dan wewenang mengenai
perikatan-perikatan yang akan dilakukan dengan dilahirkannya suatu akta notariil,
karena notaris sebagai pejabat umum yang memiliki latar belakang mengenai
hukum yang dapat diterapkan oleh bank dalam melakukan kegiatannya
menyalurkan kredit kepada masyarakat agar dapat diwujudkannya prinsip kehati-
hatian bank yang sesuai.

Peran notaris dalam pemberian kredit antara bank dan debitor dapat
menimbulkan efek “kepatuhan”, karena hal-hal yang dijabarkan dalam suatu akta
auntentik merupakan kesepakatan yang sifatnya formal dan mengandung kepastian
hukum. Di dalam akta autentik tersebut juga menerangkan mengenai hak-hak dan
kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan agar terjalinnya hubungan yang
harmonis antara kreditor dan debitor.

Akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil bukan merupakan akta awal
dan tunggal yang berdiri sendiri. Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian
pokok yang mengawalinya sebelum dibuatkan akta pengakuan utang notariil.

Walaupun pengakuan utang dalam bentuk akta dapat dibuat dalam bentuk dibawah

18 Supriyatna, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, Yustitia Vol 2 No 3,
September-Desember, 2013, hal.1
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tangan, namum hal ini bukan merupakan sebagai bukti yang sah dan berkekuatan
hukum yang tetap. Akta pengakuan utang yang dibuat dibawah tangan tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, dan tidak dapat dijadikan bukti
yang kuat kecuali diakui oleh pihak yang menandatangani suatu akta pengakuan
utang dibawah tangan tersebut.

Hal penting lainnya dalam suatu akad kredit adalah dengan adanya tanda tangan
antara pihak debitor dan kreditor, ini mengartikan bahwa telah hadirnya
kesepakatan. Oleh karena itu, sebelum menandatangani suatu perjanjian, para pihak
wajib membaca atau memahami isi atau klausul-klausul dari perjanjian yang akan
ditandatangani. Maka, dengan adanya tanda sepakat tersebut, para pihak pada
kemudian hari tidak boleh menganggap bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah
merugikan, karena sebelumnya secara transparan para pihak dapat membaca dan
memahami terlebih dahulu isi dari akta notariill tersebut sebelum
menandatanganinya.

Hadirnya perjanjian tambahan lain yaitu akta pengakuan utang yang dibuatkan
secara notariil, bank berharap bahwa kelak risiko kredit mereka akan lebih minim
dengan dikedepankannya peraturan mengenai prinsip kehatian-hatian yang
digunakan dalam pemberian kredit serta dengan timbulnya akibat hukum yang lahir
dari akta pengakuan utang tersebut dapat diterapkan untuk menimalisir risiko
kredit, mengenai pengaturan penerapan prinsip kehati-hatian bank dan akibat
hukum dari akta pengakuan utang untuk meminimalisir risiko kredit tersebut akan
diteliti oleh Penulis dalam tesis ini.

Di dalam penelitian ini, penulis mengambil dua penelitian terdahulu yang

digunakan penulis untuk perbandingan serta mempermudah penulis dalam
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melakukan penelitian yang diteliti dari internet dan kepustakaan. Peneliti harus

melakukan perbandingan dengan penulis lain, agar bertujuan untuk menghindari

adanya tindakan plagiarisme atau duplikasi dalam penelitian.

1.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dwi Santi Wulandari (Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun
2009) dengan judul ““ Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank
(Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon) “. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu data primer yang
digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari informasi
data lapangan yang bersumber dari narasumber melalui wawancara. Dalam
penelitian ini membahas mengenai bagaimana prinsip kehati-hatian dalam
perjanjian kredit bank dengan studi kasus pada Bank Central Asia (BCA)
cabang Cilegon. Kesimpulan pada rumusan masalah yang pertama dalam
penelitian ini adalah bahwa pelasanaan prinsip kehati-hatian yang
diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh Bank BCA adalah melakukan
penyusunan pelaksanaan kredit dalam perjanjian kredit, menerapkan batas
maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva dengan
menggunakan 5C, mengatur mengenai kelengkapan informasi debitor, dan
melakukan prinsip mengenal nasabah dengan UKPN. Kemudian,
kesimpulan pada rumusan masalah kedua adalah dengan melakukan
tindakan seperti menerapkan jumlah agunan, melakukan review dan
analisis, serta menetapkan asuransi untuk disimpan di bank. Hal yang
menjadi perbedaan pada penelitian Mahasiswi Universitas Diponegoro

Semarang dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penulis

18



menggunakan data sekunder dengan menelaah dan meneliti berbagai
peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan
dengan penelitian penulis, sedangkan penelitian dari Mahasiswa
Universitas Atma Jaya ini adalah menggunakan metode penelitian dengan
cara wawancara dengan narasumber dari Bank BCA cabang Cilegon
sebagai sumber data primer dalam penelitiannya. Selanjutnya, hal yang
menjadi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis dan
Mahasiswi Universitas Diponegoro adalah penulis mengkaitkan prinsip
kehati-hatian bank dalam meminimalisir risiko kredit melalui akta
pengakuan utang yang dibuat secara notariil, sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Mahasiswi Universitas Diponegoro adalah tidak meneliti
dan membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank terkait megurangi
risiko kredit melalui akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil,
dalam penelitian tersebut Mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang,
hanya membahas mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian yaitu berupa
kebijakan-kebijakan kredit yang telah dirancang menurut prinsip kredit
bank BCA cabang Cilegon."

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Inggar Widiyarto (Program Studi Ilmu
Hukum Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta)
dengan judul *“ Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia mengenai
Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan “. Di dalam

penelitian ini fokus terhadap kebijakan Bank Indonesia mengenai Prinsip

1 Dwi Santi Wulandari, Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank : Studi Kasus oada
Bank Central Asia Cabang Cilegon,
http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI_SANTI WULANDARI.pdf, diakses pada 18 April 2021.
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kehati-hatian dalam pemberian kredit. Kesimpulan pertama dalam
penelitian ini adalah kebijakan Bank Indonesia dalam menerapkan prinsip
kehati-hatian adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kebijakan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut telah dituangkan dalam bentuk
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 5/21/DPNP Tahun 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum. Kemudian, kesimpulan kedua pada penelitian ini adalah
persamaan dan perbedaan antara kebijakan penerapan manajemen risiko
kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdapat persamaan dan
perbedaan, yaitu persamaan dalam hal pedoman prinsip kehati-hatian dan
perbedaannya adalah penerapan sanksi yang diterapkan dinilai berentangan
dengan ketentuan pada Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, perbedaan
yang ada pada penelian yang diteliti oleh Mahasiswa Universitas Sebelas
Maret Surakarta berikut adalah dalam penelitian ini memiliki rumusan
masalah mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank
Indoneaia mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Serta rumusan
masalah selanjutnya yang di teliti adalah menelaah mengenai persamaan
dan perbedaan kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Undang-
Undang Perbankan. Sedangkan, rumusan masalah yang ada dalam

penelitian penulis adalah meneliti mengenai pengaturan penerapan prinsip
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kehati-hatian bank dalam meminimalisir risiko kredit dan akibat hukum
penyelesaian kredit perbankan melalui akta pengakuan utang yang dubuat
secara notariil. Perbedaan lainya adalah penelitian yang dilakukan oleh
Mahasiwa Universitas Sebelas Maret tersebut tidak membahas mengenai
notaris dan akta pengkuan utang yang dibuat secara notariil. Persamaannya
dengan penelitian yang diteliti penulis adalah dalam hal membahas tentang
prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit.>
Berdasarkan latar belakang masalah serta adanya uraian unsur-unsur
permasalahan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “ PRINSIP KEHATI-
HATIAN BANK DALAM MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MELALUI

AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL. “

1% Identifikasi Masalah

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam
meminimalisir risiko kredit menurut perundang-undangan yang berlaku ?

1.2.2 Bagaimana akibat hukum dari penyelesaian kredit perbankan melalui akta

pengakuan utang yang dibuat secara notariil ?

2 Inggar Widiyarto, Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia mengenai Prinsip Kehati-hatian
dalam Pemberian Kredit Perbankan, https://eprints.uns.ac.id/10531/1/78701807200901251.pdf,
diakes pada 18 April 2021.
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai prinsip kehati-hatiaan
bank dalam Meminimalisir risiko kredit.

1.3.2 Menelaah dan memahami akibat hukum penyelesaian kredit perbankan

melalui akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
dan informasi, serta dapat mengembangkan dalam ilmu hukum, terutama pada
bidang Hukum Perbankan yang khususnya membahas tentang prinsip kehati-hatian
bank dalam meminimalisir risiko kredit melalui akta pengakuan utang yang dibuat

secara notariil.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan masukan kepada
Pemerintah atau kepada pihak yang berwenang dalam membentuk peraturan atau
kebijakan, dalam hal untuk meningkatkan efisiensi prinsip kehati-hatian bank
dalam meminimalisir risiko kredit melalui akta pengakuan utang notariil.
Kemudian, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan
informasi kepada nasabah bank atau debitor bank mengenai praktek prinsip kehati-
hatian bank dalam pemberian kredit kepada debitor serta akibat-akibat hukum

adanya akta pengakuan utang untuk meminimalisir risiko kredit.
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan gambaran materi dalam penelitian ini, penulis
menyusun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB I : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan lebih lanjut penjelasan tentang aspek hukum mengenai
pengaturan Prinsip Kehati-hatian Bank dan akibat hukum Akta Pengakuan Utang
Notariil.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, perolehan bahan hukum, serta
hambatan dan penanggulangan yang dialami penulis dalam penulisan ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Dalam bab ini membahas mengenai beberapa permasalahan penelitian, yang dibuat
melalui 2 (dua) sub bab yang menerangkan (i) pengaturan mengenai penerapan
prinsip kehati-hatian bank dalam meminimalisir risiko kredit, dan (i1) akibat hukum
penyelesaian kredit perbankan melalui akta pengakuan utang yang dibuat secara
notariil.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari
penelitian yang dilakukan. Kesimpulan menjelaskan mengenai pembahasan tentang
hasil penelitian terhadap suatu permasalahan hukum yang diteliti, serta beberapa

saran sebagai sumbangan pemikiran dari penelitian penulis.
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